
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tei tang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam L, rgkungan Daerah, 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara ' 'epublik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembarar, Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091) 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tent ng Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2008 Nomor 
4801)sebagaimana tclah diubah dengan Undan] -Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang LJndang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Le nbaran Negara RI 
Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent .ng Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1 .hun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo esia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh r dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perul ihan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent ng Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tab m 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\ unor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun io17 Nomor 182 
Tam bah.an Lembaran Negara Republik Indonesia N .mor 6109); 

5. Peraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 5 Tt, run 2018 tentang 
Peru bahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Um1 m Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwa Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara J .epublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 137) 

Mengingat 

Keputusan KPU 
g Petunjuk Teknis 
num Tahun 2019 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentua 
Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU /TX/2018 tenta 
Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan l 
BAB IT huruf C angk.a 6 dan angka 12c. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud dalarn 
huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komi i Pemilihan Umum 
Kabupaten Bengku.lu Utara. 

Menimbang 

htITUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

PENETA1">AN JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEH K.. U KABUPATEN 
BENGKUL UTARA UNTUK CALON ANGGOTA DPD SERTA JUMLAH P NAMBAHAN DAN 
UKURAN \PK SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN Bl 1~GKULU UTARA 

PADA PEMILIHAN UMUM 2019 

TENTANG 

NOMOR : ll ?> /HK.03.02-Kpt/ 1703/KPU-Kab/XI/201 ) 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN BENGKULU UTARA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENBENGKULUUTARA 



PE .1ILIHAN UMUM 
1KULU UTARA, 

Ditetapkan di At ,a Makmur 
Pada tanggal 12 November 2018 

Keputusan ini mulai berlalru sejak tanggal ditetapkan. 

Desain dan penambahan APK dapat sama dengan y, ng difasilitasi KPU 
Kabupaten Bengkulu Utara dengan mempedomani Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye 
Dalam Pcmilihan Umum Tahun 2019. 

a. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di Desa/Kelure ran; 
b. Spanduk, paling banyak 10 {sepuluh) buah di Desa /Kelurahan; dan 
c. Billboard atau videotrori paling banyak 2 (dua) buaJ di Kabupaten. 

Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK sel. tin yang difasilitasi 
oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara. -Jumlah pena.r bahan APK, terdiri 
atas: 

Jenis dan jumlah APK yang difasilitasi oleh KPU K .. bupaten Bengkulu 
Utara adalah spanduk sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap calon 
anggota DPD, dengan ulruran l,Sm x 4m. 

JENIS DAN JUMLAH APK YANG DIFASILITASI OLEI- KPU KABUPATEN 
BENGKULU UTARA DAN JUMLAH PENAMBAHAN ,AN UKURAN APK 
SELAIN YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN 3ENGKULU UTARA 
PADA PEMILIHAN UMUM 2019 

MEMUTUSKAN : 

/HK.OS.BA/ 1703/KPU-Kab/. J/2018 tanggal 12 Berita Acara Nomor 
November 2018; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 T hun 2018 tentang 
Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara epublik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diuba t dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 .entang perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nome r 23 Tahun 2018 
tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174 ); 

,.,_ 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

KESATU 

Menetapkan 

Memerhatik U1 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)

